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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai oleh 

masyarakat hukum adat Dayak De’sa di Sekadau, Kalimantan Barat, 

mengalami perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 

No 35/PUU-X/2012. Keputusan ini memberikan dasar hukum yang 

jelas bagi MHA Dayak De’sa dalam mengelola hutan adat secara 

terstruktur dan berkelanjutan. Lembaga adat, bersama organisasi seperti 

LBBT, AMAN, dan PPSDAK, berperan dalam pengelolaan melalui 

pendekatan partisipatif dan penguatan kelembagaan lokal. Proses 

pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan yang efektif, serta melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda, dalam menjaga 

keberlanjutan hutan adat. 

Pemanfaatan hutan adat bertujuan menjaga ekosistem dan memperkuat 

identitas sosial dan spiritual masyarakat. Legalitas pengelolaan juga 

diperkuat dengan SK 1152/Menlhk-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017, yang 

memberikan hak kepada masyarakat adat untuk memanfaatkan kawasan 

seluas ±40,5 hektar. Keberadaan pengawasan yang ketat dan sanksi adat 

yang jelas menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat di Tawang 

Panyai telah berhasil menciptakan sistem yang berbasis pada kearifan 

lokal dan hukum adat. 
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2. Kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak De’sa 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai di 

Sekadau, Kalimantan Barat, meliputi minimnya fasilitasi dari 

pemerintah dan berkurangnya pelestarian kearifan lokal. Meskipun 

pengakuan hukum telah diberikan melalui SK Menteri, dukungan teknis 

yang terbatas menghambat optimalisasi pengelolaan hutan adat. Selain 

itu, generasi muda semakin kurang tertarik pada keterampilan 

tradisional yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, 

diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat, serta 

penguatan peraturan yang melindungi hak-hak mereka, untuk 

memastikan pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan. 

B. SARAN 

1. Penguatan Kepengurusan Pengelolaan Hutan Adat 

Masyarakat Hukum Adat perlu lebih melibatkan generasi muda 

dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan adat. Generasi muda 

juga harus memiliki keinginan untuk terus melestarikan adat dan 

kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa. Kepengurusan 

pengelolaan hutan adat Tawang Panyai diharapkan lebih aktif 

terlebih khusus memberikan dukungan emosional kepada KUPS, 

agar KUPS dapat lebih aktif dan produktif dalam mengelola dan 

memanfaatkan Hutan Adat Tawang Panyai. 

2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengawasan Hutan Adat 
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Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam pemanfaatan 

teknologi, seperti pemetaan digital, dapat membantu meningkatkan 

efektivitas pengelolaan dan pemantauan. Selain itu, peran masyarakat 

adat dalam perencanaan tata ruang kawasan harus diperkuat, dan 

pemberdayaan generasi muda dalam pelestarian keterampilan 

tradisional perlu didorong melalui program pendidikan dan ekowisata 

berbasis budaya. 
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LAMPIRAN 
 

 
Gambar 26. Wawancara bersama Ibu Trifonia Erni, Ketua LBBT 

(Lembaga Bela Benua Talino) pada 10 November 2024 pukul 13.00 di 
Pontianak Kalimantan Barat 

 

 
Gambar 27. Wawancara bersama Ibu Mit, tokoh perempuan dari 

masyarakat hukum adat Dayak De’sa yang mengelola dan memanfaatkan 
langsung hutan adat Tawang Panyai pada 7 November 2024 pukul 20.00 

di Sekadau Kalimantan Barat 
 

 
Gambar 28. Wawancara bersama Pak Sunjang selaku tokoh Adat MHA 
Dayak De’sa dan Pengurus Hutan Adat Tawang Panyai pada 7 November 
2024 pukul 21.30 berlokasi di Rumah Pak Sunjang di Sekadau Kalimantan 
Barat 
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Gambar 29. Wawancara bersama Bapak Ranu yang menjabat sebagai 

Menteri Adat pada 7 November 2024 pukul 17.00 berlokasi di rumah Pak 
Ranu di Sekadau Kalimantan Barat 

 

  

  
Gambar 30. Galeri Produk Lokal tempat yang menjual produk-

produk UMKM yang menjual hasil pengelolaan dan 
pemanfaatan hasil hutan Adat Tawang Panyai yang dihasilkan 

oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa berlokasi di 
Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat 
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Gambar 31. Vegetasi di Hutan Adat Tawang Panyai 

 

 

  
Gambar 32. Tanda Batas Antara tanah Masyarakat Hukum Adat 

Dayak De’sa dan Hutan Adat Tawang Panyai 
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Tabel 7. Jenis vegetasi di Areal Hutan Adat Tawang Panyai  
No  Nama Lokal  Spesies  Family  IUCN  CITES  P 106  KET  
1  Ramin  Gonystylus bancanus  Thymelaeaceae  CR  II  -  Pohon  
2  Nyelutung  Dyera polyphylla  Apocynaceae  VU  -  -  Pohon  
3  Durian burung  Durio acutifolius  Malvaceae  VU  -  -  Pohon  
4  Kumpang  Horsfieldia crassifolia  Myristicaceae  NT  -  -  Pohon  
5  Pelaik  Alstonia spatulata  Apocynaceae  LC  -  -  Pohon  
6  Jengger  Ploiarium alternifolium   Bonnetiaceae  LC  -  -  Pohon  
7  Kemayau  Dacryodes rugosa  Burseraceae  LC  -  -  Pohon  
8  Manggis Hutan   Garcinia bancana  Clusiaceae  LC  -  -  Pohon  
9  Meranti  Shorea parvifolia  Dipterocarpaceae  LC  -  -  Pohon  

10  Resak  Vatica oblongifolia  Dipterocarpaceae  LC  -  -  Pohon  
11 Kayu malam Diospyros foxworthyi Ebenaceae LC -  -  Pohon  
12  Blumeodendron tokbrai Euphorbiaceae LC -  -  Pohon  
13  Archidendron clypearia Fabaceae LC -  -  Pohon  
14 Gerunggang Cratoxylum arborescens Hypericaceae LC -  -  Pohon  
15 Medang Litsea erectinervia Lauraceae LC -  -  Pohon  
16 Medang Litsea elliptica Lauraceae LC -  -  Pohon  
17  Endiandra rubescens Lauraceae LC -  -  Pohon  
18  Cryptocarya griffithiana Lauraceae LC  -  -  Pohon  
19 Temau Sonneratia alba Lythraceae LC  -  -  Pohon  
20  Knema conferta Myristicaceae LC  -  -  Pohon  
21 Jampang Melicope hookeri Rutaceae LC  -  -  Pohon  
22 Jampang Melicope lunu-ankenda Rutaceae LC  -  -  Pohon  
23 Entuyut Nepenthes ampullaria Nepenthaceae LC  II -  Pohon  
24 Entuyut Nepenthes gracilis Nepenthaceae LC  II -  Pohon  
25  Kayu ara  Ficus benjamina  Moraceae  LC  -  -  Pohon  
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26  Terentang  Campnosperma coriaceum  Anacardiaceae  -  -  -  Pohon  
27  Rengas  Gluta sp  Anacardiaceae  -  -  -  Pohon  
28 Bintangur Calophyllum macrocarpu Calophyllaceae - - - Pohon  
29 Manggis Hutan Garcinia celebica Clusiaceae - - - Pohon  
30 Meranti Shorea sp Dipterocarpaceae - - - Pohon  
31 Kayu malam Diospyros sp Ebenaceae - - - Pohon  
32 Purang Macaranga pruinosa Euphorbiaceae - - - Pohon  
33  Lithocarpus sp Fagaceae - - - Pohon  
34 Medang Litsea sp Lauraceae - - - Pohon  
35  Sandoricum beccarianum Meliaceae - - - Pohon  
36 Terap Artocarpus sp Moraceae - - - Pohon  
37 Kumpang Gymnacranthera farquhariana Myristicaceae - - - Pohon  
38 Kumpang Myristica sp Myristicaceae - - - Pohon  
39 Ubah Syzygium sp1 Myrtaceae - - - Pohon  
40 Ubah Syzygium sp2 Myrtaceae - - - Pohon  
41 Ubah Syzygium grande Myrtaceae - - - Pohon  
42 Ubah Syzygium fastigiatum Myrtaceae - - - Pohon  
43 Ubah Syzygium sp3 Myrtaceae - - - Pohon  
44 Makburung Baccaurea bracteata Phyllanthaceae - - - Pohon  
45  Antidesma sp Phyllanthaceae - - - Pohon  
46  Xanthophyllum sp Polygalaceae - - - Pohon  
47  Jackiopsis ornata Rubiaceae - - - Pohon  
48  Nauclea sp Rubiaceae - - - Pohon  
49  Stemonurus secundiflorus Stemonuraceae - - - Pohon  
50  Zingiber sp Zingiberaceae - - - Tumbuhan bawah 
51  Poikilospermum suaveolens Urticaceae - - - Tumbuhan bawah 
52 Asam maram merah Eleiodoxa conferta Arecaceae - - - Tumbuhan bawah 
53  Cyrtostachys renda Arecaceae - - - Tumbuhan bawah 
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54  Alocasia longiloba Araceae - - - Tumbuhan bawah 
55  Aglonema nitidum Araceae - - - Tumbuhan bawah 
56  Licuala spinosa Arecaceae - - - Tumbuhan bawah 
57  Hoya sp Apocynaceae - - - Tumbuhan bawah 
58  Myrmecodia sp Rubiaceae - - - Tumbuhan bawah 
59 Anggrek Tanah Calanthe sp Orchidaceae - - - Tumbuhan bawah 

Sumber: Balai KSDA Kalimantan Barat , 2021  
Keterangan: 
• Status keterancaman dalam IUCN adalah CR (Critically endangered), EN (Endangered), VU (Vulnerable), LC (Least Concern), NT (Near Threatened), NE (Not 
Evaluated) dan DD (Data deficient), 
berdasarkan “The IUCN Red List, Version 2021-3”. 
• Status perdagangan dalam CITES (I untuk Lampiran 1, II untuk Lampiran II, III untuk Lampiran III, dan TT untuk jenis yang tidak terdaftar). 
• Status perlindungan dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 adalah D (Dilindungi), 
TD (Tidak Dilindungi) 
 

 

 

 


